Menimbang -

Mengingat

SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR<+S TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGEKATAN DAN PEMEERHENTIAN

PERANGKAT PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAEA ESA

BUPATI PRINGSEWLJ,

. hahwa untuk melakaanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan

Daerah Kabupaten Pringsewn Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon, perlu
menetapksn tata cara pengangkatan dan pemberhentian
Peranglkat Pekon di Kabupater: Pringsewu;

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimalksud

dalam huruf a, perin menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemherhentian Perangkat
Pelkor;

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pembentulkan Kabhupaten Pringsewd di Provinai Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
185, Tambahan Lembaran MNegara Repubilk Indonesia
Nomor 4932);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
T, Tambabmn Lembaran Negaos Republik Indonesia Numnor
5479);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemperiritaban Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 20135 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 HNomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indconesia Nomor 5679);



Menetapkan :

13,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56(G1);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomar 6 Tahun 2014
Tentang Pekon {(Lembaran Negara ERepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerinzah Nomor 47 Tahun 2015
(Lemnbaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2015 Nomeor
157, Tam3sahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5717);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Mepara Republik Indonssia Tahun 2015 Homor 2036);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Peberhentian Perangkat Desa
{Derita Negara Republik Indonesia Taliun 20146 Nomor 5j;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &4 Tahun 2016

tentang Kewenangan Deega (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daersh  Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16),

FPeraturan Daecrah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun
2017 tentang Penganghatan dan Pemmberhentian Perangzat
Pekon di Kabupaten Pringsewu [Lembaran Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 4)

MEMUTUSKAN;

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
PEKON.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Diulam Peraturan Bupat ini yvang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Fringsewu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan
Caerah.

Bupati adalah Bupati Pringsewu.



10,

11,

12,

Camat adalah pemnimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnva memperocleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan
tngas wmum pemcrintahan.

Pekan merupakan sebutan lain dan Pesa &1 Rabupaten
Pringsewn: adalah kesatuan masyvarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan prakarsa masvarakat, hak assl
usul danjatau adat istiadat sclempal yang diakui dan
dihormnati dalam sistern Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan
pemerintaban oleh Pemerintah Pekon dan Badan Hippun
Pemekonan dalam mengatur serta mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan difnormat dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekorn dibantu oleh
Peranglkat Pelton sebagai unsur  penyelenggara
prmernizhan pekon.

kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki
Pzkon meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul,
kewenangan lokal berskala Pekon, kewenangan vang
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
atau Femerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain
yang ditugaskan oleh DIemerintah, Pemerintak Daerah
Provinsi atau Pemerintah Daerah Kahupaten =sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Badan Hippun Pemekonan vang selanjutnya discbut BHP
merupakan sebutan lain dari Badan Permusyawaratan
Pekon adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demolcrasi dalam penyelenggarasn pemerintahan pekon
schagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.

Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Badan
Hippun Pemekonan, Pemerintah Pekon dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Hipoun
Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Peraturann Pemekonan adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepsla Pekon setelah
dibghas dan disepakati bersama Badan Hippun
Pemekonan.

Penugasan sadalah pemberian tugas dari Pemerintah,
Femerintah Daerah FProvinsi dan Pemerintah Daerah
Eabupaten kepada Pckon dalam melaksanakan sebagian
pelaksanaan UTUSAN pemerintahan konkuren,
pemetrintahan umum.



13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjulinya
disebiit APBPelkon adalah rencana keuangan tahinan
Pemerintahan Pekon.

14. Panitia pemjaringan dJdan penyaringan Perangkat Pekon
yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia
penjaringan dan penyaringan Perangkat Pekon yang
dibentuk oleh Kepaia Pekon.

135, Bakal Calon Perangkat Pekon yang selanjutnya disebut
Dakal Calon adalah warga masyarakat Pekon sctempat
vang berdasarkan penjaringan panitia telah ditentukan
dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Perangkat Pekon.

16. Penghasilan Tetanp adalah penghasilan yang aah yang
diterima Kepala Pekon dan Perangkat Pekon.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lngkup Peraturan Bupati ini adalah pengangkatan dan
pemberhentian kepala Pekon.

DAD 111
PENGANGKATAN PERANGKAT PEKON

Bagian Kesatu
Perayeraten Pengangiketan

Pasal 3

{1} Peranpglat Pekon diangkat oleh Kepala Pekon dan warga
Pekon yang telah memenuhi persvaratan umum dan
khusus.

{2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
adalah sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umurn
atau yang sederajat;
b. berusia 20 {dua puiuh] tahun sampau dengan 42 [empat
puiuh dua);

c. terdaftar sebapgei penduduk Pekon dan bertempat
tinggal Jdi Pekon paling kurang 1 (satu] tahun scbclum
pendaftaran: dan

d. memenuhi kelengleapan persyaratan adminigtragi.

{3} Persvaratan khusus scbagaimana dimaksud pada ayac (1)
adalah persyaratan yang bersifat khusus derngan

memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya
masyarakat setempat dan syarat lainnya.



Pasal 4

Kelengkapan persyvaratan administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf ¢, antara lain terdiri atas:

a+

{1

Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat
tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
dari Rukun Fetangga atau Rukun Warga setempat;

Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang dibuat oleh yang bLersangkutan di alas kertas
hermaterai;

Surat Pemyataan memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tehun 1945, mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Rhinneka Tunggal Tka di atas kertas bermatearai:

ljasah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijasah
terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenanrg atan surat
pernyataan dari pejabat yang berwenang;

Akte Keiahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;

Surat Keterangan berbadan sehat darn Puskesmas atau
aparat kesehatar yang berwenang; dan

Surat Permohonan menjadi Perangkat Pekon di atas kertas.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Fasal 5

Pengangkatan Perangkat Pekon dilaksanakan melalui
mekanisme sebagai berikut:

a. Kepala Pekon membentuk Panitia vang terdiri dari 1
(satu) orang Kketua, 1 (satu} orang seckretaris dan
minimal 1 (satu) erang anggotn;

b. Kepala Pekon melakukan penjaringan dan penyaringan
atau seleksi calon Perangkat Peknn yvang dilakukan nleh
Panitia;

c. pelaksanaan penjaringan dan penvaringan bakal calon
dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabstan
Perangkat Pekon kosong atau diberhentikan;

d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon
Perangkal Pekon paling sedikit 2 [dus) orang calon
dikonsultasikan oleh Kepala Pekon kepada Camat;

e. Camat memberikan rekomendasi tcrtulis terhadap
calon Perangkat Pekon paling lambat 7 (tujuh) harn
kerja;

f. rekomendasi yvang diberikan Camat berupa persetujuan

atau penolakan  berdasarkan persyaratan yang
ditentukan;



g. dalam hal rekomendas: Camat bersi penolakan, Kepala
Fekon melekukan penjaringan dan  penyaringan
kembali calon Perangkat Pekon.

(2] Tugas dan fungsi panitia sebagaimana dimalesud pada ayvast
{1} huruf a diatur lebih lanjut dalam PFeraturan Kepala
Pekon.

Bagian Ketiga
Tahapan Pengengkatan Peranglkat Pekon

Pasal 6

Pengangkatan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 avat (1], dilaksanakan melalui tahapan:

fl. Dersiaparn;

b. pengumuiman dan pendaftaran; dan

c. seleksi.

Pasal 7

(1) Tahap persiapan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a, meliput:
a. pemhentukan panitia; dan
b. pembentukan tata tertib pendattaran Perangkat Pekon.

(2) Tahap pengumuman dan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
a. pengumuman lowongan jabatan Perangkat Pekon oleh
Fanitia,

b pendaftaran halal calon;
c. penelitian administrasi berkas lamaran,;
d. penetapan dan pengumuman calon yang berhak
mengiiut seleksi.
(3) Tahap Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
c, meliputi:
a. ujian;
b. penetapan hasil ujian;
c. penyampaian hasil ujian,
d. pengumuman hasil ujian,

Ragian Keempat
Pembentuxan Panitia dan Pembuatar. Tata Tertib
Pendaftaran Perangkat Pekon

Pagal 8

(1} Kepala Pekon membentuk panitia sebagaimana dimaksud
dalamm Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b yang berasal
dari unsur lembaga kemasyarakatan Pekon dan tokoh

masyarakat,

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Kepala Pekon.



(3) Ketua Panitia dipilih dari dan oleh anggota panitia
berdasarkan hasil musvawarah.

Paszl 9

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 7 ayat (1)
mempunyal tugas dan tanggungjawah:

a.

(2)

merencanakan pembiayasn dan jadwal
peryelenggarddr PEILjATITEAT Jun Penysaringuan
Ferangkat Pekon;

mcnacsialisasiken lowongan dan persyaratan calon
Perangkat Pekon;

menerima pendaftaran balal calorn;

mencrima dan mencliti persyaratan administrasi bakal
calon:

membuat rata tertib pencalonan Peranglkat Pekon;
melokaanelkan aeleks: terhadap balal calon;

menyerahkan hasil seleksi calon Perangkal Pekon
kepada Kepala Pekon;

membuat laporan pelaksanaan dan
pertanggungjawaban kepada Kepala Pekon.

rajan tugas masing-masing seksi ditentulan lebih lanjut

cleh Panitia.

(3) Tugas panitia berakhir setelah dilantik dan diambil
sumpah f1anj) Perangkat Pekon.

Pasal 10

(1) Tata tertib pendaftaran Perangkat Pekon ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Panitia.

{2) Tata tertib pendaftaran sebagaimana dimaxsud pada avat
(1} antara lain:

2.

b
-
d

syarat-syarat calon Perangkst Pekon;
ketentuan pendaftaran;
larangan dan sanksi hagi calon Perangkat Pekon;

ketentuan lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi
setempat  sepanjang  tdak  bertentanpgan  dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaks,

(3) Tata tertib pendaftaran Perangkat Pekon sebagaimana
dimaksud pada avat (1] disosialisasikan kepada
masyarakat Pelkon oleh Panita.



Bagian Kelima
Penmnmuman Lowongan Jabatan
Perangkat Pekon

Pasal 11

(1) Panitia mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Pekon
memalui Ketua Rukun Tetanggs dan Ketua Rukun Warga.

[2) Pengumuman lowongan jabatan  Perangkat Pekon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diternpelkan pada
tempat-tempat yang strategis.

(1}

Bagian Keenam
Pendaftaran Bakal Calon

FPasal 12

Lamaran Baxal Calon ditulis sendin di atas Kertas
bermaterai cukup, diajukan kepada Kepala Pekon memalui
panitia dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

a.

berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umuim
atau yang sederajat dibuktikan dengan [olokopi Ljusah
vang dilegalisir oleh pejabat yvang berwenang;

berusia 20 {dua puluh| tahun sampai dengan 42 {empat
puluh dua tahun] dibuktikan dengan fotokopi akta
kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;

terdaftar sebagai penduduk Pekon dan bertempat
tnggal di Pekon paling kurang 1 (satu) tahun sebelum
pendaftaran dan bagi calun Kepala Pekon Lertermpat
tinggal di Pekon yang bersangkuan vang dibuktilcan
dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk vang dilegalisir
oleh pejabat yvang berwenang;

surat pemyataan seria kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan
kepada MNegara Kesatuan Republik Indonesia serta
Pemerintah dari calon Perangkat Pelecon dan diketahioi
oleh Kepala Pekon pejabat Kepala Pekon;

Surat Keterangan Catatan Kepaolisian [SKCK]);

Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah
dan surat keterangan bebas narkotika, psikotropika
dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum
Daerals;

surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi
Peranglkat Pekon;

surat keterangan dari Pengadilan Negeri lUdak perngh
dijatuh: hukuman pidana dengan hukuman maksimal 5
(lima) tahun penjara.



(2] Format formulir panitia penjaringan dan  penyaringan
Perangkat Pekon tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3] Pengaturan lIshih lanjut mengenai persyaratan dan tata
tertib pendaftaran sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diatur dalam Peraturan Kepala Pekon.

Pagal 13

(1) Perangkat Pekon yang akan mengikuti seleksi pengisian
formasi jabatan Perangkat Pekon yang lowong, harus
mendapat izin tertulis dan Kepala Pekon.

(2] Pengisian formasi jabatan Perangkat Pekon schagaimana
dimaksud pada ayat (] hamas memenuhi  sysrat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (i)

(3] Dalam hal Perangkat Pekon scbhagaimana dimaksud pada
ayat (1) terpilih dan diangkat maka yang bersangkutan
harus mengundurkan diri dari jabatan semula.

FPazal 14

(1) Aparatur Sipil Negara vang akan diangkat menjadi
Perangkat Pekon harus mendapatkan izin tertulis dari
pejabat pembina kepegawaian.

[2) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat
Pelkon, yang bersangitutan dibebaskan sementarn dan
Jabatannya selama menjadi Perangkat Pekon tanpa
kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara.

(3) TNI/POLRI aktf tidak diperkenankan rangkap jabatan
sebagai Perangkat Pekon.

Pesal 15

{1} Panitia meneliti berkas lamaran dan svarat-syarat
administrasi pelamar yang ditetapkan dalam keputusan
panitia pendafleuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat [1j.

(2) Apabila setelah diteliti olch panitia, temyata terdapat
kekurangan atau keragu-raguan persvaratan administratif
yang telah ditetapkan maka pelamar diberi kesempatan
untuk melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang
ditentukan panitia.

(3} Leameran yany telah ditelid secara administrass oleh panitia
dinyatalan tidak memenuhi syarat maka surat lamaran
dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan dengan
tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan
yvang tidalk terpenuhi.



{4) Lamaran vang dinyarakan memenuhi persyaratan
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangzani oleh
Ketua, Sekretaris dan Seksi penelitian berkas lamaran.

(3] Panitia menetapkan Bakal Calon Perangkat Pekon vang
berhak mengikuti seleksi.

Bagian Helujuh
Penetapan dan Pengumuman Calon
Yang Berhak Mengikun Seleksi

Tasal 16

{1} Dalam hal pelamar hanya 1 (sat) orang dan telah
memenihi persyaratan yang telah ditentukan mala
terhadap pelamar tersebut dapat langsung diangkat
sebagai Perangkat Pekon oleh Kepala Pekon  setelah
dikronsuitasilkan kepada Camnat.

(2) Panity mwenyerahkan berila acara sebagaimana dimaksud
dalam Pasgal 15 ayvat (4| kepada Kepala Pekon tentang
Penetapan Calon Perangkat Pekon yang berhak mengikuti
seleksi.

{3} Panitia mengumumsxan daftzr calon Perangkat Pekon yang
berhak menglaiti seleks: yvang telah ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Fekon sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dengan dipasang di kantor BEalsi Pekon dan dilirim
kepada calon yang bersangkutan.

{4) Daftar Calon Perangkat Pekon yang telah ditetapkan untuk
mengikutl seleksi dikirimkan kepada Camat.

Bagian Kedelapan
SBeleksi Calon

Pasal 17

{1) Seleksi terhadap Calon Perangkat Pekon dilakukan melalui

11jian pengetahuan dan kemampuan.

(2) Ujian dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan
telkmis dan akademis ralon Perangkat Pekon.

{(3) Bahan wjian penvaringan tertulis dan pedoman korcksi
disugun panihia dan dapat difasilitasi nleh tim.

(4) Tim sacbagaimana dimaksud pada ayat {3} adalah
Organisasi Perangkat Daerah terkait ditingkat Kecamatan
dan Kabupaten.

{5) Naskah soal yjian disusun sesuai dengan standar
kompetensi lulusan SMU /sederajat.

i6) Ujlan penvaringan tertulis dilaksanakan oleh panitia.



(7} Hasil seleksi dirangking berdaearkan jumlah nilai yang
diperoleh masingmasing calon Perangkat Pekon memamui
panitia.

(8) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil ujian
dari panitia, Kepala Pekon wajib menetapkan paling sedikit
2 [dua) calon perangkat pekon yang memperoleh nilai
tertinggi untuk dikonsultasikan kepada Carnat.

Pasal i8

Materi Ujian Peranghkal Pekos: mneliputi;

a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Taehun 1945;

b. Bahasa Indonesia;
c. Pengetahuan umum dan kepribadian;
d. Pengetahuan tenrang pemerintah Pekon; dan

¢. Materi ujian lain yang ditetapkan olch panitia scsuai
kompetens: jabatan vang dibutuhkan.

Bagian Kesembilan
Pengangkatan dan Pelantkan Perangkat Pekon

Pasal 19

(1) Kepala Pekon melakukan konsuliasi kepada Camat
sekurang-kurangnysa 2 (dua) orang calon Peranglat Pelon
yang memperoleh nilai tertinggi disertai hasil seleksi
tertuiis dari Panitia.

{2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon
Perangkat Pekon paling lambat 7 {tujuh] hari kerja.

(3] Rekomend=asi yang diberikan Camat berupa persetujuan
atau penolakan berdasarkan persyaratan vang diperlukan.

(4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Pexon
menerbitkan Keputusan Kepala Pekon tentang
Pengangkatan Perangkat Pekor.

{5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala
Pekon melakukan penjaringan dan penyaringan kembali
raion Perangkat Pekon.

Pasal 20

(1) Paling lambat 15 (lima helas) hari kcrja  setelah
ditetapkannya Keputusan Kepala Pekon sebagaimana
dimaksud dalam Paszl 19 ayat (4|, Kepala Pekon
mengambil sumpah janji dan melantik Perangkat Pelcon,



(2]

(3)

(1)

(2]

(1)

Pengumbilan sumpah janfi dan pelantikan Perangkat Pekon
sebagaimana dimaksud pada avat [1) dihadin oleh unsur
Muspika, BHP, Perangkat Pekon, Lembaga Kemasyarakatan
Pekon, tokoh masyarakat dan undangan lainnya bertempat
di Balai Pekon atau ditempat lain.

Bunyi sumpal janji Perangkat Pekon adalak:

“Demi Allah (Tuhan) Saya bersumpah( berjanji bahwa Sava
okan memenuhi kewajiban Sayva sclaku Perangkat Pekon
dengan sebail-bailkknya, sejujur-jujurnyva dan seadil-adilnya
bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan
bahwa Saya sekan menegakkan kehidupan demokrads dan
Undang-Undang Dasar 1945 gerta melaksanakan segala
Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnyva
yvéng berlaku bagi Pekon, Daerah dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia”

Pasal 21

Urutan upacara pengambilan sumpah janji dalam
pelantikan Perangkat Pekon adalalh:

pembukaan;

menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
menyanyikan mars Pringsewil;

pembacaan keputusan Kepala Pekon;

pengambilan sumpah janji jabatan oleh Kepala Pekon;

penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah
Janji;

g. Lkata pelantikan eleh Kepala Pekon,

h. penyerazhan keputusan oleh Kepala Pekon;
i

]

menpdEP

sambutan-sambutan;
pembacaan dea; dan
K. penutup.

Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai
berileut:

a. Kepala Pekon yang mengambil sumpah janji dan yang
melantilk memalai Paksian Dinas Haran;

b. calon Perangkat Pekon yang akan didanlik memakai
Pakaian THnas Harian;

c. undangan lainnya menyesuaikan,

BABIII
BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT PEKON

Pasal 22

Besaran biaya pengangkatan Perangkat Pekon ditentukan
olel Kepala Pekon alas usul panitia.



{2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibebankan
kepada APSFPekon.

BAB IV
MASA JABATAN

Pasal 23

Masa jabatan Perangkat Pekon berakhir ssumpai dengan vang
bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAR V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Pekon berkewsajiban:

a. mernegsng  teguh dan mengamallkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar MNegara Repubiik
Inonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dat Bhinneka Tunggal Iksg;

meningkatkean kesejuhileraan masyarakat Pekon;

memelihara ketentraman dan ketertiban masvarakat Fekon
menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan,
melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan

prrider;

oo a o

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Pekon vyang
akuntabel, tranaparan, profesional, efektf dan efisien,
bersih serta bebas dari kolusi, koripsi dan nepotiasme;

g menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh
pemangku kepentingan di Pekon;

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Pekon vang
baik;

i. mengelola keuangan dan aset Pekon;

. melaksanakan — uwrusan  pemerintah vang  menjadi
kewenangan pekon;

k. menyelesaikan perselisthan masyarakat di Pekon;
l. mengembangkan perekonomian masvarakat Pekon:

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat
Pekon:

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasvarakatan
di Pekon;

0. mengembangkan potensi sumber dava alam dan
melestarikan lingkungan hidup; dan

p. memberikan informasi kepada masyarakat Pekon.




Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Pekon dilarang:

a.
b.

5 @

(2]

merugikan kepentingan umurm;

membuat keputusan yang menguntungkan din sendiri,
anggota kejuarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;

menyalahgunakan WEWETIATAE, tugas, hak atau
kewajibannya,

. melakukan tindakan diskriminatif  lerhadap warga

dan/atou golongan masvarakat tertentu;

melakukan tindakan mercsahkan sekelompok masyarakat
Pelcon;

melaktukan koluai, korupsi dan nepotisme, menerima uang,
barang danj/atau jasa dari pihak lain yang dapat
mempengaruhi keputusan atan tndakan yang akan
dilakukannya;

menjadi pengurus partal politik;

. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

merangkap jabatan sebagai ketua dan/fatau anggota BHP,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Daeralh Republik Indoncsia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atan Dewan Ferwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu dan jabatan lain yang
ditentukan dalarm Peraturan Perundang-undangan;

ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan
umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

melanggar sumpah janji jabatan; dan

meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh] hari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB VI
PEMBINAAN PERANGKAT PEKON

Pasgal 26

Pembinaan Perangkat Pekon dilakukan secara berjenjang
oleh Kepala Pekon, Camat dan Bupati

Kepala Pekon melakukan penilaian kinerja Perangkat
Pekon secara pericdik dan pada akhir tahun dituangkan
dalam bentuk evaluasi kinerja Ferangkat Pekon dan
dilaporkan kepada Camat.



BAB VII
FENATAAN PERANGKAT FERON

Pasal 27

(1) Kepala Pekon dapat melakukan penataan FPerangkat Pekon,

(2) Penataan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} bertyuan uniuk meningkatkan efektifitas
penyelenggaraan pemerintah Pckon, dengan mekaniame:

&.

b.
.
d.

evaluasi kinerja2 dan evaluasi penemnpatan jabatan,
pembahasan dalam musyawarah bersama BHF;
konsultasi kepada Camat; dan

rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Pekon
dalamm penataan Ferangkat Pekon dengan Keputusan
Kepala Pckon,

BAB VIII
FPEMBERHENTIJAN KEPALA PEKON

Ragian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 28

1) Kepala Pekon memberhentikan Perangkat Pekon setelah
berkonsultasi dengan Camat.

{2] Perangkat Pekon berhenti karena:

a.
b.

C.

meninggal dunia;
permintaan sendiri; dan
diberhentikan.

{3) Perangkar Pekon diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf © karena:

a.
b.

.

d.

.

usia telah genap 60 (enam puiuh) tahumn;

dinyvatskan sebagai terpidana berdasarkan keputusarn
pengadilan yang telah mempunvai kekuatan nuknm
tetapy

herhalangan retap;

tidax lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat
Pekon; dan

melangear larangan bagi Perangkat Pekon.

(4] Pemberhentian Perangkat Pelkcon dilaksanakan dengan
mekanisme sebagai berikut:

a.

Kepala Pekon melakukan konsnltasi kepada Camat
mengenai pemberhentian Perangkat Pekot;



b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat
mengenai pemberhentian Perangkat Pekon yang telah
dikvnsullasikan dengan Kepala Pekon; dan

¢. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala
Pelcon dalam pemberhentian Perangkat Pekon dengan
Keputusan Perangkat Pekon.

{8} Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimakesud dalam
avat (4 huruf ¢ membuat pertimbangan hukum dan
pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian
perangkat yang dikensultasikan.

Bagian Kedua
Pemhberhentian Sementara

Pagal 29

{1) Perangkat Pekon diberhentikan sementara oleh Kepala
Pekon setelah berkonsuliasi dengan Camat;

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Pekon sebagaimana
dimaksudg pada ayat (1] karena:
a. ditetapkan sebagai tersangka;
b. ditetapkan sebagai terdakwa,;
c. tertangkap tangan dan ditahat.

(3) Perangkat Pekon vang  diberhentikan sementara
dikarenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a
sampai dengan huraf ¢ diputus bebas atau tidak terbukt
bersalah cleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum
dapat dikembalikan kepada jabatan semula.

() Perangkat Pekon wyang tdak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan melanggar
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai
sanksi admimustratif berupa teguran lisan dan/atau
teguran tertulis nleh Kepala Pekon.

{7) Dalam hal sanksi admsinistratif sebagaimana dimalksud
pada ayat (1) tdak dilaksanakan, dilakukan tindakan
pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dergan
pemberhertian oleh Kepala Pekon.

(6) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) oleh Kepala Pekon berdasarkan pemeriksaan yang
dilakukarn vleh Apaal Pengawas Inlern Penerintat alas
laporan Kepala Pekon melalui Camat.



Pasal 30

{1) Perangkat Pekon vang diberhentillan sementarz diberikan
penghasilan tetap sebesar 50% (litna puluh perseratus) dari
penghasilan tetap sebagai Perangkat Pekon yang
diterimanya dan sisanya vang 30% (lima puluh perseratus}
dimasukar ke Kas Pelion untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembanginan Pekon.

(2) Apabila selona raasa pernberhentian sementarn
sebagaimana dimaksud pada avat (1) yang bersangkutan
ternyata tidak man merubah sikap dan perilakunya
menujtin perbaikan, maka perangkat  Pekon yang
bersangkutan dapat diberhentikan dar jabatannya scbagai
Perangkat Pekon,

BAB IX
KEKOSONGAN JABATAN FERANGKAT PEKON

Pasal 31

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Pekon
maka tugas Perangkat Pekon yang kosong dilaksanakan
oleh Pelaksana Tugas yang memiliki pogisi jahatan dan
UNSUT YANE SAmMA.

(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan oleh Kepala Pekon dengan Surat Perintah Tugas
vang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui
Camat paling lambat 7 (tujuh) haii terhitung sejak Langgal
surat penugasaan.

{(3) Pengisian jabatan Perangkat Pekon yang kosong paling
iama 2 (dna) bulan  seiak  Perangkat Pekon  yang
bersanglitan berhenti.

BAB X
UNSUR STAF FERANGKAT PEKON

Pasal 32

(i) Kepala Pekonm dapat menggangkat unsur staf Perangkat
Peleon.

(2] Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat {1} adalah
untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala
Dusun  sesual dengan kebutubhan dan kemampuan
keuangan Pekon.

(3) Kemampuan keuangan Pekon sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Pekon.

(4) Pengangkatan unsur staf Perangkat Pekon sebagaimana
dimaksud pada avat (1] harus dikonsultasikan kepada

Camat.



BAB XI
KESEJAHTERAAN PERANGKAT PEKON

Pasal 33

(1) Sclain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan, Perangkat Pekon dapat menerima
jaminan  kesejahteraan dan tunjangan  tarmmbahan
penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan
Jjabalan Peranghkat Pekon.

(2} Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada
APBPelon dan sumber lain yang sah.

BAB XII
FENINGEKATAN KAFASITAS APARATUR PEKON

Pasal 34

(1) Perangkat Pekon dan staf Perangkat Pekon yang telah
dinngkat dengan Keputusan Kepala Pekon wajib mengikuti
pelatihan awal masa tugas dan program-programn pelatihan
yvang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Daerah dan Pemerintak Pekon.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi, APBD Kabupaten dan APBPekon dan
sumber lain yang sah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perangkat Pekon yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil
yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupal ini (etap
melakaanakan tugas sampai  hahis mass  tugasnya
berdasarkan keputusan pengangkatannya.

Pasal 36

(1} Penyelenggaraan Pemerintah FPekon vang sudah ada wajib
menyesiaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

(2] Penyesuaian susunan organisasi dan tata keria dilakukan
dengan mendahulukan pendekatan penataan dan/atau
pengisian dari Perangkat Pekon yang sudah ada.

(3) Dalam hal jumiah Perangkat Pekon tidak berstatus Pegawai
Neger] Sipil telah sama dan/atau melebihi jumiah formasi
jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja maka
penataan formasi jabatan hanva diikuti oleh Perangkat
Pekon yang ada.



LAMPIEAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWLI
NOMOR 149
TANGGAL ;70 Moverber 2077

Format 1

FORMAT FORMULIR TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

PERANGKAT PEKON

i, PEDOMAN KOPF BURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PAMNTIA
FENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGEKAT PEKON

A. Pedormnan Kop Surat
Kop Surat Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Pekon ditulis
pada bagian atas tengsh dari kertas sural dengan huruf/telisan
berwarna hitam.

L.

[=i lulisan Jdan ukurann:

4,

tutisan pada haris pertama dengan huruf balok PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT PEKON

dengan: jenis huruf Times New Roman, ulcuran huruf 12 dan 1
spast,
tulisan pada baris kedua dengan huruf balok Pekon.....

Kecamatan....., jenis huruf Times New Romari, ukuran huruf 12
dan 1 spasi;

tulisan pada baris ketiga dengan hurut balok ukuran 12 dan 1
spasi KABUPATEN FRINGSEWU, jenis huruf Times New
Roman, ukuran huruf 12 dan 1 spasi;

tulisan pada baris keempat dengan huruf lkecil: “Sekretariat
(ditulis alamat kantor panita) Telp.Kode Pos™.

pada bagiann hawah kop setelah tulisan “Sekretariat® diberi
garis tebal.

Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Penjaringan
dan Penyaringan Perangkat Pekon ditandatangani oleh ketua
disebelah kiri dan sexretaris disisi sebeljah kanan.,



4. Bentuk Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat

Pekon selengkapnya sebagai berikut:

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGEAT PEKON
PEKON.......... KECAMATAN..........

Sekretariat Jalan [ditulis alamat kantor sekretariat)

Telp. Kode Pos

S ¥ R —

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANCKAT
PERON.......... KECAMATAN.......... KABUPATEN PRINGSEWLU

B. Pedoman Stempel

1.

Stemnpel Panitia Penjaring dan Penvaringan Perangkat Pekon
berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan
tebar 1 + 2,5 cmm x 5,5 cIn;

Isi Tulisan:

Tinta yvang digunakan berwarna ungu.

Bentuk Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat
Pekon sebagai perikut:

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT FEKON
FPEKON.......... KECAMATAN.......... KABUPATEN PRINGSEWLU

C. Pedoman Sampul Surat

L.

Sampul surat panitia penjaringan dan penyaringan perangkat
pekon berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih;

. Tulisan terletak di bagian atas tengeh sampul surat dengan isi

tuiizan sebagai berikut:

a. Baris pertama berisi tulisan “FANITIA FENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT PEKON?;

b. Baris kedua “PEKON KECAMATAN",
¢. Baris ketiga “KABUPATEN PRINGSEWU~;
d. Baris keempat : garis tanda tebal.

Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat,
pada bagian depan sampul harus diberi stemnpel panitia den di
paraf Ketua atau Selretariat Panitia.



4. Contoh sampul:
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT PEKON

PEEON.......... KECAMATAN.......... KABUPATEN PRINGSEWU
Secretariat - .
Nomor

Kepada



Format 2

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPURLIK INDONESIA AN
BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawai ini:
Nama :

Jenis Kelamnin

Agama :
Tempat /Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal [ka.

Demikian pernyvataan ini Sayva buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata
permyatann ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuani dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dari jabatan Kepala Pekon.

(NAMA PEKON), ... (tanggal) ...
YANG MEMEUAT PERNYATAAN

Matersi
Rp. 6000,-




Format 3

KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KEPALA PEKON..... (Nama Pekon)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITiA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGEAT PEKON....... KECAMATAN........
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPALA PEKON,

Menimbeng . a. bahwa dalam tangka melaksanakan ketentuan Pasal
S Peraturan Rupati Pringsewu Nomor 4 Tgshun 2017
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Pekon maka perlu membentuk Panitia
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Pekon.

b. Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Pekon schagaimana dimaksud pada huruf
a ditctapkan dengan Keputusan Kepala Pelkon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Pekon;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6
Tahun 2014 tentang Pekon: sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Aomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7
Tahun 2015 tentang Ionyclenggaraan Pemernintah
Pelkon ;

4. Peraturen Bupati Prongsewu Nomor 4 Tahuan 2017
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Pekon ;

Memparhatikan : Berita Acara Musyawarah Pemerintah Pekon, tanggal. ...
Perihal Pembentukan  Panitia Penjaringan  dan
Penyaringan Peratigkat Pekotl, Pekon..... Kecamatan..... ;



MEMUTUSKAN

KESATU Panitia Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Pekon,
Pekorn..... Kecamatan..... Kabupaten Pringsewn, dengan
susunan kcanggetaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yvang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan irn.

KEDUA Panitin sebagaimana dimaksud pada dikiom  kesatu,
dalarn melaksanakan tugas dalam Panitia Penjaringan
Dan Penyaringan Perangkat Pekon berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan yang beriaku.

KETIGA Masa Kerja Panitia sebagaimana dimaksud pada dictum
kesatu terhitung sejak pembentukan sampai dengan
pelaksanuan pelantikeny dan pengambilan sumpah janji
Perangkai Pekon terpilih.

KEMPAL Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA Kuputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal
KEPALA PEKON,

Tembrusan:

1. Bupati Pringseuny;

2. Wakil Bupati Pringsewu;

3. Camat ;

4. Ketuse BHP ........;

5. Yang Bersangkutan;

6. Arsip;



Format 4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PEKOMN
NOMOR A0
TANGGAL 'O govenher 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT PEXON
PEKCN..... KECAMATAN..... KABUT'ATEN PRINGSEWU

a. Ketua
b. Sekretaris

c. Anggota

KEPALA PEKON,




Farmat &

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGEAT PEKON

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT FERKON
'EKON..... KECAMATAN..... KABUPATEN PRINGSEWU

Pada hari ...... tanggal ..... bulan ...... tahun ...... bertempat di Pekon ......
Kami Pemeriiahh Pekon ...... Kecamatan ...... Kabupaten Pringsewu telah
menvelenggarakan musyawarah Pembentukan Panitia Penjaringan  dan
Penyaringan Perangkat Pekon dengan hasil sebagai berikut:

1. Membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkar Pekon .....
Kecamatan ..... Kabupaten Pringsew, dengan susunan keanggotaan:
A. Ketua :
B. Sekretans
C. Angpota
. Seksi........

2
3. Seksi...........
4

2. Susunan Keanggotaan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat
Pekon sebagaimana tersebut di atas, selanjuthya ditetapkan dengan
Keputuesan Kepa Pelon.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Ketua, Sekretaris,



Faormat &

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGEKAT PEKON
PEKON..... KECAMATAN. ... KABUPATEN PRINGSEWU
Secretariat ; (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp. Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor ;

Pada hari ini ...... tanggal ...... bulan ...... tahun ......, Kami Panitia Penjaringon
dan Penyaringan Perangkat Pekon, Pekon ...... Kecamatan ..... Kabupaten
Pringsewn telah melakukan penelitian rerhadap persyaratan administrasi bakal
calon Perangkat Pekon, Pekon ...... Kecamatan ...... Kabupaten Pringsewu
dengan hasil sebagai erikut:

1. Jumlgah Bakal Calon Perangkat Pekon . ......orang.

2. Persyaratan Administrasi yang diadakan penelintan dan dilampirkan

meliputi:

a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang
sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijasah yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang;

b. berusia 20 {dua puluhj tahun sampai dengan 42 [empat pulubh dua
tahun) dibuktikan dengan foto kopi akta kelahiran yvang dilegalisir
pejabat yang berwenang;

¢. terdaflar sebagai penduduk Pekon dan bertemnpat tinggal di Pekon
paling lkurang 1 (satu) tahun sehelum pendaftaran dan dihuktikan
dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang;

d. surat peérnyatasan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indeonesia 1945, dan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah dari calon lerangkat Pekon dan
fdiketahin nleh Kepala Pelkon pejahat Kepala Pekon sebagaimana
contoh format B terlampir;

€. Surat Keterangan Catatan Kepeolisian [SKCK};

f. Surat Keterangan Kesehatan «dari dokrer «dari romah  salat
Pemerintah/Puskesmas dan surat keterangan bebas narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Ummum Daerah;

g. Surat permyataan bersedia dicalonkan menjadi Perangkatr Pekon;

h. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dihukum
penjara karena melakukan tindalk pidana kejahatan dengan
hukuman maksimal 5 (luna) tahun.



3. Setelah diadakan penelitian persyaratan adminisirasi maka jumlah
Baka! Calon Pelamar yang memenuhi syarat dan hberhak mengkuti
seleksi pemilihan Perangkat Pekon sebanyak : ..... orang, sebagaimana
daftar terlampir.

4. Jumlah Bakal Calon/Pelamar yang mengundurkan dirli sebanyak : ......
orang,

5. Jumlah Bakal/Pelamar yang tidak memenuhi syarat sebanyak : ...
orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunakan sebagaimana rmestinya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINCAN PERANGKAT PEXCON

Ketua, Sekretaris,

.................................

Anggota
Penelitian Rerkas lLamaran

+++++++++++++++++++++++++++++++++



Format 7

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT PEKON
PEKON. ... KECAMATAN.... KABUFPATEN PRINGSEWU
Secretariat : {ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN KETUA PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERFANGKAT PEKON
(Nama Pekon)

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT PEKON YANG
BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT PEKON
PEKON ...... (Namga Pekon)

Menimbang : a. hahwa berdazarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Bupati Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Pekon maka periu membentuk Panitia Penjaringan
dan Penyaringan Perangkat Pekon ;

b. bahwa mereka vang namanya tersebut dalam Berita
Acara Panitia Pendaftaran Peranghket Pekon telah
memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai
Calon Perangkat Pekon vang berhak mengikuti
seleksi |

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimara
dimaksud pada huraf a dan huruf b diatas periu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Fekon ;

Mengingat > 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewudi Provinsi
Lampung,

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomeor
D Tahun 2015 ;




Memperhatikan

Mencaplkan

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanasn Undang-Undang Nomor &
Tahun 2014 tentang Pekon sebagalmana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 47 Tahun 2015;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor /
Taliun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah
Pekon ;

6. Peraturan Bupag Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Pekon ;

Berita Acara Musyawarah Pemerintah Pekon, tanggal. .
Perihal  Pembentukan  Panitia Penjaringan  dan
Penyaringan Perangkat Pekon, Pekon.....
Kecamatan..... Kabupaten Pringsewu Nomor ..... tanggal
..... tentang Bakal Calon Perangkat Pekon;

MEMUTUSKAN :

Mereka vang namanya tersebut dalam kolom 2 [dua)
Daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon Perangkat
Pekon, Pekon ... Kercamatan . Kahupaten Pringsewu.

Keputusan Kepala Fekon ini mulai berlaku pada tanggal
ditetaplcan,

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal '0 roverher 2017

KETUA,



Format 8

DAFTAR NAMA CALON PERANGKAT PEKON YANG BERHAK
MENGIKUTI SELERSI

NO.| NAMA | TEMPAT | JEN!S |PENDIDIKAN|ACGAMA|ALAMAT JABATAN |KET
TGL LAHIE |IKELAMIN| TEEAKHIK YANCY
o _DILAMAR
! 2 3 4 [ s 6 7 8 9

KETUA,




Format 9

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
JLTelp ....ooneenie Pringseww |Pos)

SURAT REKOMENDASI
Nomor @ ........[ ... e f2017

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :

NiP

Jabatan

Alamat Kantor

Memberitkan rekomendasi kepada nama, yang tercanturn di bawah ini :
Nama :

Tempat/Tanggal Lahir

Alamat

Untuk diangkat menjadi Perangkat Pekon. Hal in{ dikarenakan yang
bersanglutan memiliki kompetensi, memenuhi syarat menjadi Perangkat
Pekor sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Pasal 3 Peraruran Bupati Pringsewu Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekorl, serta telah
melalui proses secleksi ditingkat Pekon sesuai mekanismme peraturan
perundang-undangan yang heriakuy.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Camar {nama Kecamatan),

(Nama Terang)



Faormat 10

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGERAT PEKON
PEKON ............. KECAMATAN ................
KABUPATEN PRINGSEWU
Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp. Kode pos

BERITA ACARA HASIL SELEKS]

Nomor :
Pada hari ini ........ tanggal ........... bulan ............ tahun .........., Kami Panitia
Penjarningan dan Penyaringan Peranglkat Pekon, Pekon ............ Kecamatan
.............. Kabupaten Pringsewu telah melakukan seleksi terhadap Calon
Perangkat Pekon, Pekon .. ... ... Kecamatan ... Kabupaten

Pringsewu, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Calon Perangkat Pekon: © ........... Orang
2. Materi Ujian Seleksi Meliputi :

a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Bahasa Indonesia;

Pengetahuan umum dan kepribadian;

Pengetahuan tentang pemerintahan Pekon; dan

e. Maten ujian lain yang ditetapkan sesuai kompetensi jabatan.

aop o

3. Setelah diadakans eleksi melalui uji kemampuan dan pengetahuan secara
tertulis maka jumiah Calon Perangkat Pekon vang herhak diangkat menjadi
Perangkat Pekon sebanyak ;. ................... Orang;

4. Jumleh Calon Perangkat Fekon yang mengundurkan diri sebanyalk : .........
OT'EE;

9. Jumlah Calon Perangkat Pekon vang tidak lulus seleksi sebanyak : .........
orang.

Demildan Berita Acara ini dibusat dengan sebenar-benamya untuk
dipergunakan sebagaimans mestinya.

Sekretaria, Ketua,




Menimbang

Mengingat

Format 11

KABUDATEN IPRINGSEWU

KEPUTUSAN KEPALA PEKON [Nama Pekon)

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGEKAT PEKON

Memperhatikan : Be
Perangkat Pekon, Pekon ......... Kecamatan ...........
Kabuapten Pringsewu Nomeor ....... Tanggal ...... tentang
Pengangkatan Calon Perangkat Pekon;

KEPALA PEKON {Nama Pekon)

hahwa herdasarkan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan
Bupati Pringsewu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Pekon;

bahwa mereka yang namanya terssbut dalam Berita
Acara Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat
Pelon yang telah lulus seleksi untuk ditetaplan,
diangkat sebagai Perangkat Pekon;

hahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon;

. Undang-Undang HNomor 48 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Pringsewu di  Provinsi
Lampung;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerinlah Daerah sebsga'mana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemaor 9 Tahun
2015;

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraluran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

Perazuran Dmerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan I'ekon;

Peraturan Dupati Pringsewn Nomwor 4 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengangkatan Pemberhentian
Perangkat Pekon;

rita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Tembusan

MEMUTUSKAN :

Mervka yung namanya lersebut dalam kolom 2 {dua)
Lampiran Keputusan ini ardalah Calon Perangkat Pekon
vang berhak diangkat menjadi Perangkat Pekon,
Pekon........ Kecamatan . ........... Kabupaten Pringsewu.

Keputusan Kepala Pekon ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada Tanggal *© HoweibaT AN

KEPALA PEKON [Nama Pekor)]

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

1. Bupati Pringsewu,
2. Camat ........oeeenis



)

BAB XIV

FTEITII AR DRERITTITIRD

Pasal 37
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkarn.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewl
pada tanggali0 rpvenber 2017

BUPAT] PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal;{ mvenber 20°7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto
A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN FRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,
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